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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan

terhadap sengketa pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Andalas berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor

14/G/2024/PTUN.PDG, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Uraian kasus sengketa pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) ini bermula dari terbitnya keputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor : 1418/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tentang pemberhentian Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas, yang mana
diketahui bahwa Ketua LPM atas nama Nilda Tri Putri sebagai Dosen aktif
di Universitas Andalas. Pihak penggugat mengaku mengalami kerugian
akibat adanya keputusan tersebut, karena pemberhentian tersebut
menyebabkan ia kehilangan jabatannya sebagai Ketua LPM dan tidak lagi
menerima tunjangan atas tugas tambahan tersebut, termasuk tunjangan
kinerja sebagai Ka.LPM (Grade 15), yang diketahui sudah tidak diberikan
lagi sejak April.

1.1.2 Majelis Hakim menyatakan bahwa Keputusan Rektor memenuhi unsur
KTUN sesuai Undang-Undang No.5 Tahun1986 jo. Undang-Undang No.51
Tahun2009, sehingga layak diiuji di PTUN. Sebagai PTN Badan Hukum,
Universitas Andalas juga tunduk pada Undang-UndangNo.12 Tahun 2012
dan PP No. 95 Tahun 2021, menegaskan kewenangan PTUN. Prosedur
gugatan sah secara formil karena penggugat telah melakukan keberatan
dan banding, sesuai ketentuan Perma No.6 Tahun 2018. Secara khusus,
hakim mempertimbangkan Peraturan Rektor Universitas Andaslas No.8

Tahun 2022, terutama Pasal 220 huruf b yang menyebutkan bahwa ketua



5.1.3.

LPM dapat diberhentikan jika tidak memenuhi persyaratan yang berarti
hanya keadaan hukum baru yang menjadi alasan pemberhentian.
Berdasarkan ini, hakim menilai bahwa alasan pemberhentian tidak
terbukti secara materiil. Dengan kata lain, tidak ada bukti kuat yang
menunjukkan bahwa ketua LPM sudah tidak memenuhi syarat jabatan.
Karena itu, keputusan pemberhentian jabatan ini dinilai bertentangan
dengan peraturan yang berlaku dan tidak memiliki dasar hukum yang
sah.

Penyelesaian kasus sengketa yang termuat dalam putusan PTUN Padang
No 14/G/2024/PTUN.PDG termasuk ke dalam bahasan siyasah idariyah
karena membahas tentang wewenang antar badan publik pemerintah
yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam pemerintahan, yakni
dalam kasus ini adalah wewenang antara Rektor Universitas Andalas dan
Nilda Tri Putri sebagai Ketua LPM. Dengan putusan tersebut, diharapkan
terciptanya kelembagaan Universitas Andalas yang lebih baik untuk masa
kini hingga masa yang akan datang. Sebagaimana tata cara dan metode
untuk menjalankan suatu pemerintahan dengan baik dengan berdasarkan
Al-Qur'an dan Sunnah. Permasalahan dalam putusan ini tidak sesuai
dengan tujuan dan kajian siyasah idariyah, baik dari segi tujuan maupun
pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan
indikator-indikator pencapaian pemerintahan yang baik, prinsip
kepastian hukum dan transparnsi. Dengan adanya ketidak sesuaian
tersebut, putusan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus
alternatif pembelajaran dalam menciptakan pemerintahan yang baik di

masa depan.



5.2 Saran

5.2.1 Bagi masyarakat atau pembaca yang mengalami kasus serupa,
khususnya pemberhentian dari jabatan Ketua LPM, disarankan untuk
menempuh jalur hukum melalui PTUN setempat agar mendapatkan

keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku;

5.2.2 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian,
mengingat penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam
menggambarkan objek kajian secara menyeluruh. Selain itu, proses
pengumpulan data ke depan sebaiknya menggunakan metode yang

dinilai lebih efektif agar hasil penelitian lebih optimal;

5.2.3 Bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu pemberhentian Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu di lingkungan universitas, disarankan untuk
menggalilebih banyak sumber maupun referensi yang relevan. Dengan

begitu, hasil penelitian bisa menjadi lebih komprehensif dan mendalam.
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